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1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur
pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Daerah;

BUPATITANAHLAUT,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERATURANPELAKSANAANPEMUNGUTANRETRJBUSIDAERAH

TENTANG

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ig TAHUN2024

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KAl..IMANTANSELATAN
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20 II ten tang Pernbentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintah Daerah [Lembaran N~gara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadj Undang­
Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adrninistraei Pernerintahan [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagairnana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pernberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pernberian Insentif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara
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Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adaIah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adaIah Bupati Tanah Laut.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAANPEMUNGUTANRETRIBUSI DAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6881);

12. Peraturan Menteri DaJarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri DaJarn Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
[Lernbaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 12 Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 60);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
Nomor 1: Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 65);
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,:rangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD daJam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAOadaJah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
di bidang keuangan daerah.

B. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya
disebut KepaJaBPKADadalah Kepala Badan PengelolaKeuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mernpunyai Oeksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan danj atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasamya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

16. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh daerah baik yang
berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah yang selanjutnya dapat
disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran alas pelayanan
pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan,
pernakaian ruang serta pernakaian kendaraan atau alat-alat berat milik
daerah.

lB. Masa Retribusi adalah suatujangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan .
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(I' Maksud pembentukan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Daerah adalah untuk menjadi pedoman bagi SKPD
dalam rangka pernungutan Retribusi.

(2) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Pumungutan Retribusi Daerah adalah agar SKPD Pengelola Retribusi
memiliki pedoman yang baku dalarn hal:
a. pernungutan surnber pendapatan dari Retribusi;
b. pengenakan penjatuhan sanksi administratif terhadap wajib Retribusi

tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar; dan

c. pernberian imbal jasa kepada pihak ketiga.

Pasal 2

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

.lrot Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRDadaJah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
y ng terutang .

.10. Sural Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adaJah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa
bunga dan / atau denda.

21. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakarr/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan,

22. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan
pernberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah
Daerah.

23. Wajib Retribusi adaJah orang pribadi atau badan yang rnenurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk rnelakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut retribusi tertentu.

24. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lernbaran karcis atau dokumen
lain yang dipersarnakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode
tertentu yang berlaku di Pernerintah Daerah.

25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menarnpung seluruh Penerimaan Daerah
dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menarnpung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh
Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalarn rangka
pelaksanaan APBDpada SKPD.
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(1) Setiap SKPD/BLUD Pengelola Retribusi wajib memungut retribusi yang
telah menjadi target pendapatan.

(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. transaksi non tunai/elektronifikasi; dan
b. transaksi tunai.

(3) Transaksi non tunai sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dibayarkan ke Rekening Bendahara Penerirnaan rnelalui fitur-fitur yang
telah disediakan.

(4) Fitur-fitur sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa QRlS. EDC. E­
Money maupun alat-alat sesuai dengan perjanjian kerja sarna SKPD/BLUD
dengan Bank yang ditunjuk.

(5) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya
berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu yang sangat tidak memungkinkan
untuk melakukan transaksi non tunai.

(6) Kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat juga
berupa sistem error. pemadaman listrik, blank sport. dan Wajib Retribusi
yang tidak memaharni teknologi.

Pasal 4

Bagian Kesatu
Pemungutan dan Penyetoran

BABIV
TATACARAPEMUNGUTANRETRlBUSI

Ru n Lingkup pengaturan dalarn Peraturan Bupati ini adalah rnengatur
ternan :

. tn cora pernungutnn retribusi;
b. Lata cora pemberian keringanan, pengurangan, dan pernbebasan

pembayaran atas pokok retribusi:
c. toto cora pengernbalian kelebihan pernbayaran retribusi;
d. lola cara penghapusan piutang;
e. kerjasama pemungutan;
f. insentif pernungutan retribusi;
g. pemanfaatan penerimaan reLribusi;
h. tata cara pemeriksaan reLribusi;
i. tata cara pengenaan sanksi administrasi;
j. tata cara pemberian insentif fiskal; dan
k. ketentuan penutup.

Posa13

BAB III
RUANO LINGKUP
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b. Nlrlobo/yong Objek retribusl yong 20%

mendukung mempunyoi Iungsi (Duo Puluh

program sosinl, pcndidikon, per en]
pcmerinlOh/ ke ehatan don

pcmerinlllh mcndukung program
doeroh pernerintah /

pemerintoh daernh di
sektor komunikasi don
inforrnatika don
dibuktikan dengan
laporan keuangan

c. Objek retribusi 1)Objek retribusi 25%
terkena bencana terkena dampak (Dua Puluh

bencana berat Lima persen]

2) Objek retribusi 20%
terkena dampak (Dua Puluh.
bencana sedang persen)

3) Objek retibusi 15%
terkena dampak (lima belas
bencana ringan persen)

3. Retribusi a. Kemampuan Wajib retribusi yang 25%
Perizinan membayar mengalami kesulitan (Dua Puluh
Tertentu ekonomi yang Lima persen)

dibuktikan dengan
laporan keuangan

b. Nirlaba/yang Objek retribusi yang 20%
mendukung mempunyai fungsi (Dua Puluh
program sosial, pendidikan, persen]
pemerintah/ kesehatan dan
pemerintah mendukung program
daerah pemerintah /

pemerintah daerah di
sektor komunikasi dan
informatika dan
dibuktikan dengan
laporan keuangan
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No. Jeni Kriteria Tolak Ukur Be
Retribu i Kerin

1 2 3 4 5

1 Retribusi a. Kemampuan Wajib retribusi yang Pcnundaan
Jasa membayar mengalami kesulitan pembayaran
Umum ekonomi yang paling lama 6

dibuktikan dengan bulan atau
laporan keuangan atau angsuran
bukti lainnya yang dapat pembayaran
dipersamakan paling banyak

6 kali dalam
jangka waktu
paling lama 6
bulan dan
pembebasan
sanksi
administrasi
atau denda

B. Tabel Besaran Keringanan

persen]

J Objek retibusi terkena 15 %
dampak bencana ringan (lima belas

J Objek retribusi terkena
dampak bencana sedanz]

(Oua Puluh
Lima persen]

. Obj k retribusi I J Objek retribu i terkena
terkena darnpak bencana berat
bencana

20 %
(Oua Puluh.

persen)
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b. Nlrlob I y ng Objek retribu Iyang P nundnnn
m ndukung mernpunyai Iungsi pembnyarnn
pm m o iol, pendidikan, paling lorna 6
pernerintah / kesehatan don bulon atau
pernerintah mendukung program ong uran
daerah pernerintah I pembayarun

pemerintah daerah di poling banyok
sektor komunikasi dan 6 kali dalam
informatika jangkn waktu

paling lama 6
bulan dan
pembebasan
sanksi
administmsi
atau denda

c. Objek retribusi Objek retribusi terkena Penundaan
terkena dampak bencana berat, pernbayaran
bencana ringan dan sedang paling lama 6

buJan atau
angsuran
pembayaran
paling banyak
6 kaJi daJam
jangka waktu
paling lama 6
bulan dan
pembebasan
sanksi
administrasi
atau denda

2. Retribusi a. Kemampuan Wajib retribusi yang Penundaan
Jasa Usaha membayar mengaJami kesulitaan pembayaran

ekonomi yang paling lama 6
dibuktikan dengan bulan atau
laporan keuangan atau angsuran
bukti lainnya yang dapat pembayaran
dipersamakan Paling
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,_. -
banyok 6 kall
dalarn jangka
woktu paling
lama 6 bulan
dan
pernbebasan
sanksi
adminiatrasi
/ denda

b. Nirlaba / Objek retribusi yang Penundaan
yang rnernpunyai fungsi pembayaran
mendukung sosial, pendidikan, paling lama
program kesehatan dan 6 bulan atau
pemerintah/ mendukung program angsu ran
pernerintah pemerintah / pembayaran
daerah pemerintah daerah di paling banyak

sektor komunikasi dan 6 kali dalarn
informatika jangka waktu

paling lama 6
bulan dan
pernbebasan
sanksi
adrninistrasi
atau denda

3. Retribusi a. Kemampuan Wajib retribusi yang Penundaan
Perizinan membayar mengalami kesulitaan pembayaran
Tertentu ekonomi yang paling lama

dibuktikan dengan 6 bulan atau
laporan keuangan atau angsuran
bukti lainnya yang dapat pembayaran
dipersamakan paling banyak

6 kali dalam
jangka waktu
paling
lama 6

37

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner

_ ... - ToJak Ukur -__ ...,.- _._- .
r·: ..--

bulan don
pernbebasan
sanksi
administrasi
atau denda

b. Nirlobo / yang Objek retribusi yang Penundaan
mendukung mernpunyai fungsi pembaynran
program sosial, pendidikan, paling lama
pemerintah/ kesehatan don 6 bulan atau
pernerintah mendukung program angsuran
daerah pernerintah / pembayaran

pernerintah daerah di paling banyak
sektor komunikosi dan 6 kali dalarn
informatika jangka waktu

paling lama 6
bulan dan
pembebasan
sanksi
administrasi
atau denda

c. Objek retribus 1)Objek retribusi Penundaan
terkena terkena dampak pembayaran
bencana bencana berat paling lama 6

bulan atau
angsuran
pembayaran
paling banyak
6 kali dalam
jangka waktu
paling lama 6
bulan dan
pembebasan
sanksi
adrninistrasi
atau denda
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2) Objek retribusi Penundoan
terkena dompak pembayaran
bencana sedang paling lama

6 bulan atau
angsuran
pernbayaran
paling banyak
6 kali dalam
jangka waktu
paling lama 6
bulan dan
pem beba san
sanksi
administrasi
atau dcnda

3) Objek retibusi Penundaan
terkena dampak pembayaran
bencana ringan paling lama

6 bulan atau
angsuran
pembayaran
paling banyak
6 kali dalam
jangka waktu
paling lama 6
bulan dan
Pembebasan
sanksi
administrasi
atau denda
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1. Bangunan milik
pernerintah Daerah yang
difungsikan selain untuk
penyelenggaraan
pemerintahan

2. Objek Retribusi yang
terkena darnpak bencan
alarn sangat berat

Nirlabo/yang
mendukung program
pernerintah/ pernerintah
daerah

Retribuai
perizinan
tertentu

3

4

Objek Retribusi yang
terkena dampak bencana
worn sangat berat

Objek Retribu iyang
terk n d mp k bencan
nlam sangat berat

4

3

Nirlobo/yong
rnendukung program
pernerintnhf pemerintah
doeroh

Nlrln ng
mendukung program
pernerint h/~m~rinlah
dae h

o

Umum
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https://v3.camscanner.com/user/download

